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FENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan  scbapar  bentuk upayva bangsa dalam  mensejahterakan
masyarakatnya sebagaimana cita-cita proklamasi merupakan sebuah proses
berkelanjutan dan terus mencrus vang terkait pada banyak hal.

Sebagai penentu keberhasilan pembangunan, maka kualitas sumber daya
manusia merupakan titik paling penting untuk dieermati dan diperhatikan
Kualitas sumber dava manusia ini tidak saja ditentukan oleh tingkat pendidikan,
ketrampilan alau pencapatan prestasi semata, namun juga sangat ditentukan oleh
faktor pembangun manusia itu sendiri

Sesuai dengdn amanat LUILID 1945 Pasal 28 A ayat (1) yang menvebutkan
“ setigp orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tingsal, dan
mendapatkan lingkungan hidup vang baik dan sehat serta berhak memperoleh
pelavanan kesehatan”™ Pasal 34 UUD 1945, menjamin hak warga negara atas
perlindungan dari diskriminasi. Undang-Undang Noo 39 Tahun 1999 tentang Hak
Azasi Manusia Pasal 9 avat (1) menyebutkan “setiap orang herhak untuk hidup,
mempertahankan hidup dan meningkatkan taral’ keludupannya  Meskipun secara
eksplisit hak atas pangan tidak disebutkan, Kedua ayat terschut secara implisit
memuat perintah kepada penyelenggara negara untuk menjamin kecukupan
pangan setiap warga negaranya, batk mutu maupun jumlah, sebagai salah satu
komponen utama dalam mencapai kehidupan sejahtera lahir dan batin.

['ndang-undang yang secara cksplisit menyatakan kewajiban mewujudkan

ketahanan pangan adalah Undang-Undang Nomeor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.



Secara umum . Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa pemenntah
hersama masyarakat wajib mewujudkan ketahanan pangan.

Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa negara memiliki peran untuk
mengatur. membina dan mengawasi Jefinist mengatur, membina dan mengawasi
hertujuan demi i) tersedianya pangan vang aman, bermutu, dan hergizi
(Pasal 3 avat (1)), u) terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung
jawab (Pasal 3 avat (2)) ; serta terwujudnya tingkat kecukupan pangan dengan
harga vang wajar dan tenanskau (Pasal 3avat (3) ).

Undang — Undang tersebut telah dijabarkan dalam beberapa peraturan
pemenntah, antara lain

1 PP Nomaor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan yvang mengatur
tentang ketahanan pangan yang mencakup ketersediaan pangan,-cadangan
pangan penganekaragaman pangan, pencevahan dan penangpulangan
masalah pangan, peran pemerintah pusat dan daerah serta masvarakal,
pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama internasional.

2 PP Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang mengatur
pembinaan dan pengawasan Jdi bidang label dan iklan pangan untuk
menciptakan perdagangan pangan vang jujur dan bertanggungjawab,

3 PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan™Muu dan Gizi Pangan,
yang mengatur lentang keamanan, mutu dan gizi pangan, pemasukan dan
pengeluaran pangan ke wilayah Indoncsia | pengawasan dan pembinaan,
serla peran serta masyarakat mengenal hal hal di bidang mutu dan gia

pangan, serta



4 Peraturan Menten Kesehatan Nomor 722/Menkes/Per/TX/ 1988 |'entang
Biahan Tambahan Makanan memuat beberapa hal mendasar mengenai
ketentuan jenis bahan tambahan makanan yvang holeh digunakan, bahan
tambahan makanan vang dilarang, produksi.impor dan peredarannya dan
ketentuan-ketentuan khusus vang terkait dengan penggunaan dan
pelabelan produk pangan vang menggunakan bahan tambahan pangan.
Sebagaimana tercantum pada Peraturan Menteri Keschatan Republik
Indonesia Nomor 722/Menkes/Per/I X/ 1988 Bab 1l tentang Bahan Tambahan
Makanan vang diizinkan, pada Pasal 2 memuat tentang macam macam bahan
tambahan makanan vang dizinkan datam makanan dengan batas maksimum
pengounaannya sepertl yang tercanium dalam lampiran [ vang tidak terpisah dari
peraturan ini, bahan tambahan makanan selain vang disebut pada Pasal 2 avat (1)
hanya bolch digunakan scbagai baban tambahan makanan setelah mendapat
persetujuan lebih dahulu dan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan
seperti vang dimaksud pada pasal selanjutnya (pasal 5)
kKetentuan mengenal bahan tambahan makanan vang dilarang diatur pada
Bab 11T tentang bahan tambahan yang dilarang Pasal 3 vang menyatakan bahwa
hahan tambahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan makanan
ditetapkan seperti tercantum dalam Lampiran Il vang tidak terpisahkan dari
peraturan ini.  Selain yvang disebut pada Pasal 3 avat (1), khusus untuk bahan
pewarna vang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan makanan, ditetapkan
dengan Peraturan Menten Kesehatan Republik Indonesia temtang Zat Warna
Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahava Pada Pasal 4 dinvatakan

bahwa bahan tambahan yang di maksud dalam Pasal 3 aval (1) dinyatakan sebagai



bahan bherbahaya bila digunakan pada makanan.  Adapun makanan vyang
mengandung bahan yang disebut pada avar (I) dinvatakan sebagai makanan
berbahava. Selanjutnya, mengenal produksi bahan tambahan pangan, impor dan
peredarannya diatur pada Bab TV peraturan ini. dan dijelaskan pada pasal-pasal
pada Bab IV, seperti pada Pasal 5 bahan tambahan makanan selain vang discbut
pada Lampiran | apabila digunakan sebagai bahan tambahan makanan, hanva
boleh berprodukst, ditmpor dan diedarkan setelah melalui proses penilaian oleh
Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan Pada Bab TV peraturan i
juga discbutkan laranuan, sebagaimana tercantum pada Pasal 18,  dilarang
memproduksy, mengimpor atau mengedarkan bahan tambahan makanan vang di
maksud pada Pasal 2 avat (2) schagai bahan tambahan makanan sebelum
mendapat porsetujuan lebih dahuly dace Dicekturlenderal Pengawasan - Obat dan
Makanan

Dewasa int, banyak sekali pelangearan-pelangaaran kcamanan pangan vano
terjadi, mulai dari penyalahgunaan Bahan Tambahan Makanan penggunaan
bukan bahan tambahan makanan pada produk pangan. produksi pangan yang tidak
memenuhi standar Arvene dan sanitasi maupun pengemasan ulang produk pangan
kadaluwarsa, sepentt ditunjukkanpada hasil peneliftan oleh Dirgktorat Surveilance
dan Penyuluhan Keumanan Pangan Depuit 1H1- Badan POM RI tahun 2007 yang
menemukan balwa erhadap 2093 sampel makanan yang diperiksa, diketahut
bahwa 41,02% makanan Gdak memenuhln syarat, terhadap penggunasan boraks,
formalin. dan rhodamin B'

|

© Badan Penpawas (Ohat dan Makanan, Aeamanan Pangan Uik Konsumsi lnak Sekolah,
Jakarta 20408 Hal @



Di antara berbagar jenis pelanggaran keamanan pangan vang terjadi,
penggunaan hukan bahan tambaban pangan dan penyalahgunaan bahan tambahan
pangan merupakan hal vang paling sering dilakukan. Penyimpangan ini umumnya
disebahkan karcna ketidaktahuan produsen terhadap kegunaan, bahava. dosis dan
dampak vang mungkin timbul akibat pemakaian bahan tersebut. Padahal dampak
pemakatan bahan tambahan makanan haru terasa scielah janska waktu vang lama,
musalnya timbul gangguan kesehatan

Sebab  lain penvimpangan  hahan tambahan makanan adalah karena
Kesengajaan produsen untuk menekan hiaya produksi Bahan kimia seperti
nainum borat misalnya (lebih dikenal sebagai boraks atau bleng) vang dapat
digunakan scbagal pengenval pada industri kerupuk, harganya jauh lebih murah
dibanding sodium tripoli phospar yang merupakan bahan tambahan makanan vang
aman digunakan untuk digunakan sebagai pengenyal pada industri kerupuk *

IJalam pemilihan bahan tambahan makanan perlu diperhatikan bagaimana
bahan tambahan makanan terscbut mempengarubl produk pangan, sehingga
dapat dipihih bahan tambahan makanan vang mempunvai fungsi seperti yang
dibarapkan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada seita terjamin
keamanannya selama digunakan dalam batusan vang diperbulehkan sesuai dengan
peraturan yang berlakuy,

Pelanggaran  pelanggaran kemanan pangan vang terjadi dilakukan baik
cleh produsen makanan kelas rumah tangga sampal produsen makanan berskala
nasional, maupun produsen makanan dan luar yang produk makanannyva diimpor

ke dalam negerny, misalnya penggunaan minvak goreng dalam waktu vang sanpat

-

T Depariermen Kesehatan, Republih Indovesis, Pedoman Teknis Upaya Keseharan Pangan
Perajin Industri Rumah Tangga Pangan, Jakarta. 1992 hal 44
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lama ranpa mengganti minyak goreng, penambahan ot bekas pada minvak goreng
curah, penambahan formalin sebagar bahan pengawet pada tahu, 1kan asin. ayam
potong, atau penambahan zat pewarna bukan makanan pada jajanan anak sckalah,
penambahan boraks pada produks: kerupuk. bakso dan mue sampal vang terbaru
adalah penambahan melanin pada produk susu yang digunakan sebagal bahan
dasar biskuit atau kudapan ringan sejenis. sebagaimana yang dirilis oleh Badan
POM RI melalui Public Warning Nomor KH 00 01 5 113 tanggal 2 Agustus 2007
tentang Produk Pangan Impor China Yang Mengandung Formalin’

Berbagai  pelanggaran  yang  dilakukan  oleh  produsen  pangan  ini
mengakibatkan berkurangnya mutu pangan-hilangnya mutu pangan, sampai vang
berakibat kepada kejadian luar biasa (KLB) keracuman yang berdampak pada
mahalnya biaya kesehatan dan mesuwunnya derajat keschatan masyarakat.
Direktorat Surveilans dan Kemanan Pangan Badan POM RI1, pada tahun 2007
menyajikan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa per tanggal 20 Juli 2007
ditemukan bahwa dari 17 Balai POM yang melaparkan terdapat 13 kasus kejadian
luar biasa keracunan pangan, sejumlah 51 kasus, dengan jumlah orang makan
sebanyak 3877 orang, 199G Q8 (orang sakit), dan 13 orang memnegal ?

Penambahan bahan berbahava yang bukan merupakan bahan tambahan
makanan szal ini menjadi sesuatu vang sangat merisaukan Perkembangan ilmu
dan leknologl pangan menjadi  suatu hal yang perlu  disikapi  dengan

peraturan-peraturan  sebagal  dasar hukum  pengaturannya.  Kalium  bromar,

" Public Warming Badan Peagawss Obat dan Makanan BRI Nowmwor  HREOUOLS5 113 rentang
Hroduk pangan Impor China Yang Mengandung Formalin, 2007 Hal |

3 : ; :
Badan Pengawas Obat dan Makanan, Keamanan Panpan Unted Konsems: toaht Sefola,
Jakara 2008 Hal 14



misaluya merupakan  bahan tambahan makanan vang pada Peraturan Menteri
Keschatan o 722/Menkes/IN/1988 diperbolehkan. telah dilarang penggunaannya
pada Peraturan Menteri Kesehatan No | 168/menkes/Per/X/ 19949 karena bersilat

karsinogenik dan dapat membahayakan kesehatan

B. PERUMISAN MASALAH

Dari latar belakang tersebut di atas | maka dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut

1. Apakah delimisi dan cakupan bahan tambahan makanan dalam Kepmenkes

No 722/menkes/Per/TX/1988 tentang Bahan Tambahan Makanan masih

sesual dengan kondist aktual saat im ?

[ ]

Apakah vang di maksud dengan azas perlindungan masyarakat yane tcrmuat
dalam Kepmenkes No 722/Menkes/Pe/lX/ 198587

3 Sejaub mana Kepmenkes No 722/Menkes/Per/IX/1988 tentang Dahan
Tambahan Makanan masih dapat menjamin perlindungan konsumen terhadap

keamanan pangan masyarakat 7

C. TUJUAN PENELITIAN
Dar perumusan masalah tersebut di atas, dapat diramuskan beberapa rujuan
dari penelitian ini. vaini sebagai berikut:

I Umntuk mengetahul sejauh mana definisi dan cakupan Bahan Tambahan
Makanan dalam kepmenkes Mo 722/menkes/Per/IX/1988 tentang Bahan
Tambahan Makanan masih sesuar dengan kondisi aktual saat ini .

2. Untuk mengetahui dan mendapatkan gambaran tentang unsur-unsur azas

perlindungan masyarakat pada Permenkes No 722/menkes/Per/TX/ 19584
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3 Untuk mengetahui dan menggambaran hubungan antara peraturan tenlang
Bahan Tambahan Makanan dengan asas perlindungan keamanan pangan

masvarakar dalam Permenkes No 722/menkes/Per/I X/1988

D. METODE PENELITIAN
I. METODRE PENDEKATAN

Penelitian i1 mengeunakan metode  penelitian hukum  normatif
(metode yuridis normatilidoctrinagl legal approach), yaitu suatu metode penelitian
hukum yang dilakukan dengan eara mencliti bahan pustaka atau data sekunder
belaka. Cara kerja-dan metode penclitian hukum nonmatil dalam penelitian tesis
ini vaitu dengan hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui
stud! kepustakaan dalam menjawah permasalahan dengan menemukan hukum
vang akan ditcrapkan lerhadap serangkaian fakta atau kondisi dengan berpegang
pada berbagal indikator atau unsur dalam awran-awran hukum.”

Adapun peraturan perundangan-undangan vang dipakai sebagai acuan vaitu
Lindang-Lindang Dasar 1945, Undanyg - Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang
Kesehatan.  Undang I'ndang’ Nomor 7 Tahum 199 lentang Pangan,
Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindunoan Konsumen,
Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang. Ketahanan Pangan
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan lklan Pangan,
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan Mutu dan iz
Pangan dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik  Indonesia  Nomaor
722MenKes/Per/1X/1988

* Wila Chandrawila Supnadi, Metode Peneliian (udak dipublikasikan) dalam Mareri Kulial
“Metode Penelitian Hukuw'', Semarang, 2008, hlm, 3
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2, SIPESIFIKASI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang merupakan kajian
hukum  vang  masih  melakukan  ioventansasi  hukum  positif  dan
mengklasitikasikan hukum positif itu menjadi berbagar kategori hukum dengan
utik  tolak peraturan  perundangan  yang  mengatur  tentang

Bahan Tambahan Makanan dan asas perlindungan masvarakat atau konsumen ©

3. JENISDATA

lemis data yang dipakai adalah data sekunder berupa dats jadi dar
perundang-undangan dan keputusan terkail masalah bahan tambahan makanan
dan keamanan pangan masyarakat.

Dala sekunder terdiri dari hahan hukum primer, sckunder dan tersier yang
dapal menunjang analisa penelitian ini

Rahan hukum primer adalah data vang berupa perundang-undangan yang
merupakan sumber kegiatan melaksanakan hak dasar kesehatan

I Undang - Undang Dasar 1945

2 Undang- Wndang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

53 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan

4. Undang - Undang Nomor 8 Talwa 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

L

Perawran Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Tklan
Pangan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan

" Mol Nazir, Metode penelitian, Ghalia Indonesia, Takana, 198 3, hlm. &3, 72, 405, 400 &4237
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7. Peratiran Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan
Gl Pangan
8 Peraturan  Menteri  Kesehatan  Republik Indonesia  Nomor

T22Menkes/Perd/IX/ 1988 Tentang Bahan Tambahan Makanan

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum vang diperoleh dari buku teks,
pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum serta bahan bacaan lainnva vang
membahas  fentang  Bahan  Tambahan  Makanan, Bahan Pengawer,
Keamanan Pangan, peraturan tentang Keamanan Pangan dan Perlindungan
Masvarakat

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum vang memberikan petunjuk atau
penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer maupun sekunder sepert
kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedi, dan majalah-majalah vang

terkail dengan Bahan Tambahan Makanan dan Keamanan Pangan,

4, TERKNIK PENGUMPULAN DATA

Sehwbungan  penclivan  im adalah  penelitian yunidis normatif maka
dilakukan studi kepustakaan (Library research) uniuk mendapatkan bahan hukum
sekunder dan bhahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan perumusan masalah, Terhadap bahan hukum primer
dan  sekunder dikelompokkan berdasarkan topik  permasalahan  dan

diklasifikasikan berdasarkan sumber untuk dikaji lebih lanjut.

" {lilman adikusuma, Metode Pembuatan Kertas Kerjaatau Skripsiltmy Hukum, Mandar Maju,
Bundunp, 194935, hal &7
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. METODE ANALISIS DATA

R

Dalam  penchtian metode  analisis  data vang  digunakan  adalah
kualitatif normatif vaitu berupa pemaparan dan penggambaran  peraturan
perundang-undangan  sccara kualwaul’  yundis v mana peraturan
perundane-undansan yang salu denean lainnya tdak boleh bertentangan, hierarki,
dan kepastian hukom serta menclitn peraturan perundangan-undangan vang ada

telah dilaksanakan.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian’ ini hertujuan untuk-mendapatkan gambaran apakah Permenkes
Nomor 722/Menkes/Per/IX/1988 menyebabkan terpenuhinva  perlindungan
keamanan pangan masvarakat. Metode penelitian vang digunakan adalah
Metode Penclitian Deskoptil dengan pendekatan penelivian hukum narmauf’

Penulisan penelitian tesis diawal dengan lembaran judul penelitan dan
lembar persetujuan penelitian sebagai lembaran paling depan, abstrak. daftar isi
dan kata pengantar, adapun isi terbagi dalam empat bah, dan masing-masing bab
terdiri dar sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan
yvang diteliti Di dalam Bab | (satu) vaitu pendahuluan vang terdiri atas latar
Belakang Pencliian, Rumusan Masalah tentang penehitian, Tujuan Penclitian,
Rumusan Masalah tentang Penehitian, Tujuan Penelitian | Melode penelitian, dan
Sistematika Peoulisan

Selanmutnya pada Bab 11 (dua) akan dwratkan mengenar Bahan Tambahan
Makanan dan dasar hukum vang mengaturnya | terdin dan pengantar, pengertian

dan dasar hukum Bahan Tambahan Makanan, penambahan Bahan Tambahan



Makanan pada produk pangan, macam-macam bahan tambahan makanan
batasan maksimal bahan tambahan makanan, bukan bahan tambahan makanan,
dampak penggunaan bukan bahan tambahan makanan |, asas hukum, ketentuan
hukum, perlindungan konsumen dan diakhirt dengan penutup.

Sedang pada Bab Il ( Tiga) , akan dijelaskan mengenar asas perlindungan
konsumen dengan wurutan scbagai berikul |, pengantar, hasil penelitian,
pembahasan diakhiri dengan penutup.

Akhirnya di dalam Bab 1V { Empat) yaitu bab terakhir dan penelitian ini,
akan menvatakan pemahaman peneliti tentang temuan penclitian berdasarkan
hasil penelitian dan pembahasan dan saran teoritis tentang apa yang perlu

dilakukan lebih lanjut untuk memecahkan masalah yang dikaji.

13



